
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATl TASlKMALAYA 

NOMOR 66 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI SERTA BIAYA LAlNNYA 
JAMINAN KESEHATAN NASTONAL 

Menimbang 

Mengingat 

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
SERTA JARJNGANNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan esehatan 
Nasional disediakan Dana Non Kapitasi Jaminan e ehatan 
Nasional; 

b. bahwa dengan a danya Dana Non Kapitasi J min an 

esehat asi al se a dim d dalam uruf a 
efe pat sasaan, perlu diatur 

p nyelen araannya ; 

c. ahwa berdasarkan pertimbangan seb gaimana dimaksud 
dalam h ruf a d huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pengelolaan Peman aatan ana Non 
Kapita i sert Biaya Lainnya J aminan Keseha asional 
pada Pusat Kes ha ta Ma yarakat dan Jaringann nya ; 

1. Undang-Undang N mor 14 Tah n 1950 
Pe bentukan Daerah-daerah a bupaten 

tentang 
dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (B 'ta egara Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta d Kabupaten S ubang dengan mengubah 
Undang-Undang omor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan D erah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ; 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomorl44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063) ; 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 20 11 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 5256); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te tang 
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Repu blik Ind onesia 
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran egara 

Republik Indon sia Nomor 5587) sebagaimana telah 

bebera pa kali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pe ah Ked a atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 10 1 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan lu ran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 20 12 omor 264); 

8 . Peratu ran Presiden Nomor 12 Ta hun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 29); 

9 . Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 20 18 en tang Jaminan 
Keseha tan 

10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengeloiaal1 dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jamil1an 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Peiayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional; 



Menetapkan 

3 

12 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 874) ; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
ten tang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 
ten tang Perubahan Kedua Atas Peratu ran Menteri 
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 ten tang Standar Tarif 
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indon esia 
Ta hun 2017 Nomor 143); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabu aten 

Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Ta ik . alaya 
Tahun 2011 Nomor 126); 

15 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 ten tang Uru san Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tah n 2016 
Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 
20 11 ten tang Ruma h Sakit Umum Daerah abupaten 

a sik malaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 20 11 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmal ya · omor 4 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasi malaya NomOf 3 Tahu n 201 1 tentang Rumah Sakit 
Umum Da rah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2014 Nomor 4) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN 
PEMANFAATAN DANA NON KAPlTASI SERrA BIAYA LAINNYA 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT DAN JARINGANNNYA. 



BAB 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten 

Tasikmalaya. 
S. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian 

Penduduk Kabupaten Tasikmalaya. 
6. j at Struktural adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian T ta 

Usah pada Pu kesmas. 
7. Pu t Kesehatan Masyarakat disin gkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana 

Tek is Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN dalah 

jami berupa perlindungan kesehatan a gar peserta memperoleh anfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi keb tuhan 
dasar kesehatan ang diberikan kepada setiap oran ng telah m m bayar 
iuran a tau iurannya diba ar oleh pemerin ah . 

9. Badan Penyelenggara Jam'nan Sosial yang selanju a disin a t BPJS 
adal badan hukum yang ib n tuk unt k menyel nggarakan rogram 
jamin sosial. 

10. Fasilitas Ke ehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP 

adal h fasili as kes hatan yang melakukan pela anan ke ehatan 
peror gan yang bersifat n on spesialistik untuk keperluan 0 servasi, 
diagn sis, perawatan, pengobatan, dan/ a tau pelayanan keseh a lainnya. 

11. Pengelolaan Dana Non Kapitasi ada lah tata eara peng nggaran , 
pelaksa aa ,penataus aan dan pertanggungjawaban dana Non Kapitasi 

yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. 
12. Rawat Inap adalah Pelayanan kesehatan komperehensif dengan 

pengawasan dan observasi dimana pasien di"napkan di fa silitas kesehatan. 
13. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan 

kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumJah 
pelayanan kesehatan yang diberikan. 

14. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah SKPD atau unit 
kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan meneari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 
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15. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Vmum Daerah disingkat PPK­
BLVD adalah penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Vmum 

Daerah berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan da n penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

17 . Dokumen PeJaksan a an Anggaran SKPD yan g selanjutnya disingkat DPA­
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebaga i dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

BAB II 
RUANO LINOKU P 

Pasal 2 

Ruang lin gk p Peraturan Bupati ini men a tur hal-hal sebagai berikut: 
a. Kewen angan Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN; 
b . Tarif Non Kapitasi JKN; 

c. Tata Cara Pengelo laan dan Pemanfa a tan dana Non Kapitasi JKN; dan 
d . Pengat uran Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi JKN. 

BAB III 
KEWENANGAN 

Pasal 3 

(1) Bupat i berwenang mengelola dana non kapitasi jaminan ke ehatan 
nasio al yang d iperoleh dari BPJS Kesehatan . 

(2) Vntuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bupati menunjuk dan m elim pahkan kepada kepala Dinas . 

(3) Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan Dana Non Ka pitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional bagi Puske mas dan jaringannya yang belum 
menerapkan PPK-BLUD. 

(4) Dalam hal puskesmas dan jaringannya s udah ditetapkan sebagai PPK­
BLUD, maka pengelolaan dana non kapitasi sepenuhnya dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai BLVD. 

BABIV 
TARIF NON KAPITASI JKN 

Pasa] 4 

(1) Tarif Non Kapitasi diberlakukan pada Puskesmas dan Jaringannya yang 
melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang 
meliputi: 
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a. pelayanan ambulans; 
b . pelayanan obat program rujuk balik; 
c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk batik; 
d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio; 
e. rawat inap tingkat pertama; 
f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau 

dokter; 

g. pelayanan Keluarga Berencana; 
h . pelayanan darah. 

(2) Tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
kesepakatan tarif Dinas Kesehatan dan BPJS, dengan rincian sebagaimana 
tercantu m dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupti ini. 

BAB Y 
TATA CARA PENGELOLM N DAN PEMANFMTAN 

Pasa! 5 

Tata car pengelolaan dana non kapitasi J KN pada Puskesmas serta J arin a nnya 
diatur se agai berikut: 
a. Pus esmas dan jaringannya yang telah melaksanakan pe ayanan ke ehatan 

seba aimana dimaksud d lam Pasal 4 aya t (1) mengaj klaim epada 
BPJ ~ esehatan secara kolektif melalui Din dan div "fIka i serta 
diset j ui oleh BPJ S Kesehatan; 

b. Pemba aran klaim dilakukan melalui rekening Dinas, oleh en dahara 
pene 'maan Dinas disetorkan ke kas daerah s bagai pendapatan a sH daerah 
danl t u pendapatan lain -lain yang sah; 

c. Dana on Kapitasi yang telah disetorkan ke kas daerah d' an faatkan 
untu ke 'atan pelayanan pa da puskesmas dan jaringanny serta kegiatan 
fasilitas i pengelolaan dana non kapita si pada Dinas; 

d . Klaim elayanan kesehatan non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS 
Kesehatan pada akhir tahun dan/atau melewati tahun berkenaan, 
pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan pada tahun 
anggaran beriku tnya; 

e. Pemanfaatan, pengelolaan dan pe tanggungjawaban dana non kapitasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d , dilaksanakan dalam 
RKA-DPA Dinas. 

Pasa!6 

(1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN dialokasikan untuk: 
a . pembayaran jasa pelayanan kesehatan; 
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dan fasilitasi 

pengelolaan dana non kapitasi. 
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(2) Besaran alokasi pembayaran jasa peJayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan, adalah sebagai berikut: 
a. 60% (enam puluh persen) dari total tarif untuk Pelayanan ambulans, 

Pelayanan obat rujuk balik, Pelayanan pemeriksaan penunjang 
pelayanan rujuk balik, Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk 
pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim, Pelayanan rawat inap, 
Pelayanan kebidanan dan neonatal, serta Pelayanan Keluarga 
Berencana; dan 

b. Pelayanan darah sebesar 5% (lima persen) dari total tarif. 

(3) Besaran alokasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dan 
fasilitas i pen gelolaan dana non kapitasi seba gaimana dimaksu d pad a ayat 
(1) h u rufb adalah sebagai berikut: 
a . 40% (empat puluh persen) dari total tarif untuk pelayanan ambulans , 

pelayanan oba t rujuk balik, pelayanan pemeriksaan penunjang 
pel yanan rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk 

el anan terapi krio untuk kanker leher Rahim, pelayanan rawat inap, 
elayanan kebidanan dan n eonatal, serta pelayanan elu arga 

Berencana; dan 
b. pelayanan darah sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) dari total 

tarif. 

(4) Aloka si d ukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dan fa silitasi 
pengelolaan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada aya t (3) dapat 
diman£ atkan untuk: 
a. ba h an bakar kendara an ambulan (BBM) tran portasi rujukan pasien ; 
b . obat-oba 
c. b' h a n medi habis pakai; 
d. re gensia ; 
e. alat kesehatan; 
f. cetak dan penggandaan; 
g. makan-minum ; 
h . darah (biaya pemeriksaan dan pengolahan darah); 
1. alat tulis kantor; dan 
j. beJanja modal u n tuk mendukung fasilitasi pengelolaan dana non 

kapitasi. 

(5) Pemanfaatan dana keterlambatan digunakan seJuruhnya untuk operasional 
Puskesmas dan jaringannya. 

(6) Pemanfaatan Dana Jasa Giro seluruhnya disetor ke Kas Daerah. 
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BAB VI 

PENGATURAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI JKN 

Pasal 7 

Jasa pelayanan non kapitasi jaminan kesehatan diberikan kepada tenaga 

kesehatan dan tenaga non kesehatan puskesmas yang memberikan pelayanan 
secara langsung maupun tidak langsung dengan pengaturan sebagai berikut: 
a. Pelayanan ambulan sebesar 60% (enam puluh pe1'sen) dibagi : 

1. 30% (tiga puluh persen) untuk sopir; dan 
2. 30% (tiga puluh persen) untuk petugas pendamping. 

b . pelayanan obat rujuk balik sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi : 
1. 5% (lima persen) untuk pejabat structural; 
2. 20% (dua puluh persen) untuk dokter; 

3. 20% (dua puluh persen) untuk perawat; 

4 . 0% (sepuluh persen) untuk apoteker dan/atau asisten apoteker; dan 
5. 5% (lima persen) untuk petugas a dministrasi dan petugas non medis 

nya. 
c. an pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik sebesar 60% 

(en m puluh persen) dibagi : 
1. 5% (lima persen) untuk pejabat s tructural; 
2. 2 % (dua puluh persen) untuk analis/petugas pemeriksa p nunja g; 
3. 20% (dua puluh persen) untuk dokter; 
4. 10% (se u luh per en) untuk bagi perawat;dan 
5. 5% (lima persen) untuk petugas administrasi dan petu as non medis 

lainnya. 
d . pela anan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio 

untuk kanker leher rahim sebesar 60% (enam pu luh persen) dibagi: 
1. 5 Yo (lima persen) untuk pejabat struktural; 
2. 20 Yo (dua puluh persen) untuk dokter; 
3. 20 Yo (d ua uluh persen) u n tuk perawat; 
4. 10% (s puluh persen) untuk apoteker dan/atau asisten apoteker;dan 
5. 5% (lima persen ) u ntuk petugas admjnistrasi dan petugas non medis 

lainnya. 
e. pelayanan rawat inap sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi: 

1. 5% (lima persen) untuk pejabat structural; 
2. 15% (limabelas persen) untuk dokter; 
3. 34% (tiga puluhempat persen) u ntuk perawat; 
4. 3% (tiga persen) untuk apoteker, asisten apoteker dan petugas 

laboratorium; dan 
5. 3% (tiga persen) untuk petugas administrasi dan petugas non medis 

lainnya. 
f. pelayanan kebidanan dan neonatal sebesar 60% (en am puluh persen) 

dibagi : 

1. 5% (lima persen) untuk pejabat structural; 
2 . 10% (sepuluh persen) untuk dokter; 
3 . 14% (em pat bel as persen) untuk operator persalinan; 
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4. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidan j 
5. 3% (tiga persen) untuk apoteker, asisten apoteker dan petugas 

laboratoriumj dan 
6. 3% (tiga persen) untuk petugas adrninistrasi dan petugas non medis 

lainnya. 
g. pelayanan Keluarga Berencana sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi : 

1. 5% (lima persen) untuk pejabat structural j 
2 . 10% (sepuluh persen) untuk dokterj 
3. 40% (em pat pulub persen) untuk bidan; 
4 . 2% (dua persen ) untuk apoteker dan/atau asisten apotekerjdan 
5. 3% (tiga persen) untuk petugas administrasi dan petugas non medis 

lainn a. 
h. peJa an darah sebesar 5% (lima persen) dibagi: 

1. % ( atu persen) untuk pejabat s tructuralj 
2 . % (satu persen) untuk dokterj 
3. 1% (satu persen) untuk analis /petugas laboratoriumj 
4. 1% (satu persen) untuk perawatj dan 
5. 1% (sa tu persen) untuk petug s administrasi dan petugas non medis 

lainnya. 

Pasal 8 

(1) Jasa p layanan non kapitasi jaminan kesehatan diberikan kepada tenaga 
keseha tan dan tenaga non kesehatan puskesmas yang me mberikan 
pela anan secara langsung maupun tidak langsung, kecuali el yanan 
ambu l 

(2) Jasa pelayanan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ihitung 
berd sarkan komponen sebaga i berikut: 
a. Pe didikan; 
b . Jaba 
c. KineIja pelayananj dan 
d. Kehadiran 

(3) Perhitungan komponen jasa pelayanan non kapitasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALlHAN 

Pasal 9 

Dana non kapitasi yang sudah dibayarkan oleh BPJS kepada Dinas dan belum 
digunakan baik untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan maupun 
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, pemanfaatannya berpedoman 

kepada Peraturan Bupati ini. 



BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa110 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikroalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
Pada tanggal 24 September 2020 

ASIKMALA Y A, 

Q 7 AD ZEN 
POp' 
~ 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 24 September 2020 

BERlTA DAE RAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 66 
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LAMPI RAN 

NOMOR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

66 TAHUN 2020 

PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI DAN 

BlAYA LAINNYA J AMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SERTA JARINGANNYA. 

No. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10. 

BESARAN TAR IF NO N KAPITASI 

JAMINAN KESEHATAN NASrONAL 

PADA PUSKESMAS DAN J ARINGANNYA 

JENIS PELAYANAN 

TARIF 

(Rp) 

P k et Rawat Inap per hari untuk 120.000 - 200.000 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Pem eriksaan ANC bentuk paket paling 200 .000 

ediki t 4 (empat) kali pemeriksaan 

Per salinan pervaginam normal 600 .000 

Per salinan pervagmam den gan 750.000 
tindakan em ergensi dasar di 
Puskesmas PO NED 

Pem eriksaan PNC/neonates 1 kali 25.000 
Kunjungan 

P layanan tindakan pask a persalinan di 175.000 

Pusk esm as PONED 

Pelayanan pra r uj ukan pada 125.000 
komplikasi kebidanan dan n eonatal 

Pelayanan KB : 
a . Pemasangan dan pencabutan 100.000 

IUD/Implant 
b . Suntik KB setiap kali suntik 15.000 

c . Pelayanan KB MOP /Vasektomi 350.000 

Penanganan kornplikasi KB paska 125.000 
Persalinan 

Pemakaian Ambulance / 
a. Dalarn Kota 50.000 

100.000 
b . Luar Kota: 10 km pertama, ( +7500 km selanju tnya) 
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II. Pemeriksaan penunjang rujuk batik 
a. Pemeriksaan gula darah sewaktu 
b . Pemeriksaan gula darah puasa (GOP) 10.000 - 20.000 
c . Pemeriksaan gula darah post 

prandial (GDPP) 

12 . Pemeriksaan IVA maksimal 25.000 

13. Pemeriksaan Pap Smear maksimal 125.000 

14. Pelayanan terapi krio 150.000 

15. Pelayanan darah maksimal per kantong 360.000 
darah 

AS1KMALAY A, 


